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A. Latar Belakang 
 
Sebelum merdeka, di Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dibuktikan dengan 
keberadaan satuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia telah hidup 
terlebih dahulu sebelum penjajah datang, seperti satuan masyarakat hukum 
Dukuh, Gamong dan Nagari. Satuan-satuan ini disebut sebagai satuan 
masyarakat hukum karena mempunyai wilayah, penduduk dan 
pemerintahnya sendiri. Satuan masyarakat hukum tersebut disebut desa, 
dan pemerintahan desa itulah oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan 




Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa keberadaan satuan 
masyarakat hukum telah ada sejak zaman dahulu sebelum penjajah datang 
dan negara Indonesia merdeka. Kemudian, setelah Indonesia merdeka 
pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum melalui banyak 
perkembangan. Dimulai pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang 
menggunakan sistem pemerintahan sentralistik yang mengakibatkan 
kurangnya kebebasan daerah di semua tingkatan, baik tingkat Provinsi, 
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Akhirnya, pada zaman reformasi Indonesia menggunakan sistem 
pemerintahan desentralisasi atau disebut juga dengan otonomi daerah yang 
mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah yang mana sudah diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah lagi 
menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Yang berarti di dalam undang-undang ini setiap pemerintahan 
daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal yang ada di daerah 
masing-masing.  
Lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
mengatur bagaimana jalannya pemerintahan desa. Pada Pasal 1 Angka 1 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :  
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :  
“(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.  
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(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan 
yang berlaku di daerah setempat” 
Di Sumatera Barat, penyebutan dari desa tersebut disebut dengan 
Nagari. Yang mana nagari ini merupakan kesatuan masyarakat hukum adat 
yang ada di Sumatera Barat yang dapat diibaratkan sebagai sebuah negara 
kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang 
disebut Pemerintahan Nagari yang mana tugasnya adalah mengatur dan 
mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan 
masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.
3
  
Pengakuan konstitusional tentang kedudukan Nagari pertama kali 
dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) 
pada Pasal 18 yaitu:  
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan Undang-Undang dengan memandang dan 
mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem 
Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang 
bersifat istimewa” 
Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
zelfbesturende landschappen dan volksgemeen-schappen, seperti Desa di 
Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang 
dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh 
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. 
Penyebutan nama Nagari di Minangkabau tertuang dalam penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberadaan Nagari di Sumatera 
Barat. 
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Pada zaman Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar 
lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa justru 
menghilangkan eksistensi Nagari dan daerah khusus lainnya tersebut. 
Inilah yang menjadi dasar diseragamkannya pemerintahan terendah atau 
Desa di Indonesia pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu di Sumatera 
Barat tidak memakai nama nagari untuk wilayahnya, melainkan memakai 
sebutan desa.  
Akhirnya, saat Reformasi Nasional berlangsung pada Tahun 1997 
sampai Tahun 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru 
tentang otonomi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini kembali memberikan peluang 
bagi pemerintah untuk mengintervensi pemerintah terendah di masyarakat 
termasuk Nagari. Maka pada saat inilah peluang Sumatera Barat untuk 
mengembalikan eksistensi nagari.  
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyikapinya dengan 
kebijakan kembali ke Nagari dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan 
Pokok Pemerintahan Nagari yang mana telah direvisi menjadi Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum 
adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi 
 
 
Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
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Kedudukan nagari sebagai desa adat semakin diakui setelah 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
menyebutkan bahwa nagari sebagai desa adat dapat menyusun dan menata 
pemerintahannya sendiri yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Maka 
hal itulah yang memicu pemerintah Sumatera Barat untuk menyusun 
peraturan tentang nagari yang mengacu pada peraturan yang ada di dalam 
Undang-Undang Desa agar lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan 
nagari. 
Efektifitas pemerintahan nagari tentunya tidak lepas dari adanya 
aspirasi serta peranserta masyarakat dalam menjalankan pemerintahan 
nagari baik oleh Wali Nagari maupun oleh Lembaga lain penyelenggara 
pemerintah nagari. Nagari juga berwenang membuat kebijakan yang 
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 
Sebagai perwujudan dari terbentuknya kebijakan di dalam suatu 
nagari maka sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa dibentuk 
Badan Permusyawaratan yang dulunya diberi nama Lembaga Musyawarah 
Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala 
Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa 
bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 
Kemudian khusus di Sumatera Barat LMD berubah nama menjadi Badan 
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Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) atau sebelumnya juga disebut 
dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN).  
Dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari 
disebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya 
disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.” Artinya, kedudukan Bamus 
Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menjalankan 
pemerintahan nagari. 
Dalam Pasal 5 Angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari 
disebutkan bahwa : 
“Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di 
Nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari yang terdiri dari 
Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari”.  
 
Disebutkan juga pada Pasal 14 Ayat (1) Peraturaan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Nagari bahwa :  
“Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan 
persetujuan bersama BAMUS Nagari”.  
 
Dengan demikian, jelas disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan 




Di dalam Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi 
sebagai berikut: 
a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 
Kepala  Desa 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
Namun, mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari Bamus 
Nagari di Sumatera Barat tidak disebutkan di dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 melainkan diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari 
(BPRN) atau Bamus Nagari berfungsi sebagai berikut :  
a. Menetapkan peraturan nagari bersama Pemerintah Nagari 
b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari 
bersama Pemerintah Nagari 
c. Pengawasan 
Berdasarkan peraturan tersebut, jelas dikatakan bahwa Bamus 
Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dan selalu 
berdampingan dengan wali nagari atau pemerintah nagari.  
Badan Permusyawaratan Nagari atau Bamus Nagari dapat 
dikatakan sebagai legislatifnya dalam menjalankan pemerintahan nagari, 
sedangkan wali nagari atau pemerintah nagari lainnya dikatakan sebagai 
eksekutifnya pemerintahan nagari. Keanggotaan Badan Permusyawaratan 
Nagari merupakan Wakil Jorong yang dipilih secara demokratis. Artinya 
 
 
pemilihan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk 
lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali 
nagari. Yang nantinya pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari akan 
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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Di dalam Undang-Undang Desa, tujuan dari pembentukan Bamus 
Nagari ini adalah sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi dari 
masyarakat karena anggota dari Bamus Nagari adalah wakil dari lembaga 
unsur masyarakat yang terdiri dari unsur niniak mamak, alim ulama, 
cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Selain sebagai wadah untuk 
menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan adanya pembentukan Bamus 
Nagari ini masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan nagari. Artinya, Bamus Nagari juga mengawasi jalannya 
pemerintahan nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari agar nantinya tidak 
terjadi penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Nagari dalam 
menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.  
Selain itu, tujuan dari pembentukan Bamus Nagari adalah agar 
adanya lembaga yang mengurus masalah legislatif di dalam suatu nagari 
karena nagari juga merupakan kesatuan dari masyarakat hukum adat yang 
masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga 
mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya dan bukan 
hanya terkait masalah adat. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Peraturan 
Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat yang mengatakan bahwa 
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fungsi dari Bamus Nagari ini sejalan dengan fungsi wali nagari sebagai 
kepala pemerintahan nagari. Kedudukan dari Badan Permusyawaratan 
Nagari atau Bamus Nagari juga jelas disebutkan di dalam Peraturan 
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat bahkan juga dikeluarkan Peraturan 
Bupati yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Nagari. 
Sebagaimana diketahui dan dirasakan sendiri oleh masyarakat 
Sumatera Barat (Minangkabau) bahwa sampai saat ini keberadaan Nagari 
sebagai kesatuan msyarakat hukum adat masih hidup dan masih tetap 
berjalan. Sejak Tahun 2000 bahkan Nagari sudah ditetapkan sebagai 
penyelenggara pemerintah terdepan sampai saat ini, karena Nagari  
sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup maka Nagari 
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. Dengan demikian 
pemerintahan Nagari dapat diselenggarakan berdasarkan asal-usul dan 
hukum adat salingka Nagari. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 107 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : 
“Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat 
dilaksanakan sesuai dengan hak dan asal-usul dan hukum 
adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak 
bertentangan dengan asas penyelenggara Pemerintahan 
Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. 
 
Hal itulah yang memicu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 
membuat peraturan tersendiri yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Nagari agar lembaga penyelenggara pemerintahan 
nagari sebagai desa adat memiliki pengaturan yang lebih jelas.  
 
 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Nagari disebutkan bahwa lembaga yang menjalankan pemerintahan nagari 
adalah Kerapatan Adat Nagari ( KAN ), Pemerintah Nagari dan Peradilan 
Adat Nagari.  
Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Nagari disebutkan bahwa : 
Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh 
Kapalo Nagari 
b. menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari 
c. membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.  
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tugas legislasi yang 
selama ini di jalankan oleh Bamus Nagari dialihfungsikan kepada 
Kerapatan Adat Nagari atau KAN sebagai lembaga yang menjalankan 
pemerintahan nagari. Dengan demikian dengan dikeluarkannya Peraturan 
Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari fungsi dan 
kedudukan dari Bamus Nagari sudah tidak ada lagi atau dihilangkan 
sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan nagari sejalan dengan 
pemerintah nagari. Hal itulah yang melatarbelakangi saya mengangkat 
judul skripsi tentang bagaimana nantinya kedudukan dari Bamus Nagari 
setelah diberlakukannya Perda tersebut di Provinsi Sumatera Barat. 
Uraian-uraian tersebut di atas yang mendorong penulis untuk 
meneliti: 
IMPLEMENTASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN 
NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA 
 
 
BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA 
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (STUDI 
PADA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN 
TANAH DATAR). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 
penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana keterkaitan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari 
yang membahas tentang lembaga legislasi di tingkat nagari dengan 
konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa ? 
2. Bagaimana implementasi tugas Bamus Nagari setelah berlakunya 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Nagari di Kabupaten Tanah Datar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di 
atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah pengaturan yang terdapat dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari 
yang berkaitan dengan lembaga legislasi di tingkat nagari sudah sesuai 
dengan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. 
 
 
2. Untuk mengetahui implementasi tugas Bamus Nagari setelah 
berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Nagari di Kabupaten Tanah Datar.  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk 
menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam 
perumusan masalah di atas yakni mengenai kedudukan Bamus Nagari 
dalam sistem pemerintahan nagari setelah berlakunya Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. 
2. Secara Praktis 
a. Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh 
dan mempertajam analisis terkait penulisan ini sekaligus 
mengembangkan pola pikir ilmiah dan menerapkan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh. 
b. Memberikan informasi bagi siapa saja yang membaca agar lebih 
mengetahui peranan dan kedudukan BAMUS Nagari sampai saat 
sekarang ini. 
c. Memberi manfaat bagi yang membaca atau yang membutuhkan. 
E. Metode Penelitian 
 
 
Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, 
membutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data 
dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu 
penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Pendekatan Masalah 
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan 
norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada 




Pendekatan yuridis sosiologis juga menekankan pada praktek di 
lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas 
dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan 




2. Sifat Penelitian  
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan 
menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan kemudian disesuaikan 
dengan tugas dan wewenang yang mengaturnya didalam undang-undang.  
3. Sumber dan Jenis Data  
Sumber data penelitian ini berasal dari : 
a.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan 
hasil penelitian.  
b. Penelitian Lapangan (field riset)  
Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh 
langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan 
dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di kantor Badan 
Permusyawaratan (Bamus) Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat.  
Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah : 
a. Data primer  
Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara 
langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. 
Pihak-pihak atau informan yang akan penulis wawancarai adalah Wali 
 
 
Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Ketua KAN di beberapa nagari yang ada 
di Kabupaten Tanah Datar. 
b. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa 
bahan hukum seperti peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan 
dengan pnelitian ini, data tersebut antara lain :  
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam 
hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain : 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari 
f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. 
g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Nagari. 




2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer 
dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami 
bahan hukum primer seperti : literatur atau hasil penulisan yang 
berupa hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, buku-
buku, makalah, Jurnal Hukum, Artikel, dll. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 
kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. 
4. Metode Pengumpulan Data  
a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 
(responden).
8
 Beberapa responden yang di wawancarai adalah Wali 
Nagari Nagari Saruaso, Wali Nagari Nagari Pagaruyung, Wali 
Nagari Nagari Padang Magek, Ketua Bamus Nagari Saruaso, 
Ketua Bamus Nagari Pagaruyung, Ketua Bamus Nagari Padang 
Magek, Ketua KAN Nagari Saruaso, Ketua KAN Nagari 
Pagaruyung Dan Ketua KAN Nagari Padang Magek. 
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b. Studi Dokumen 
Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi metode 
pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data 
sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis yang terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.
9
 
5. Pengolahan Dan Analisis Data  
a. Pengolahan Data 
Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan 
disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, 
sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan 
dan pemisahan data tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data 
yang disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu tahap 
merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data 
yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga 
didapatkan suatu kesimpulanakhir secara umum yang nantinya akan 
dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. 
b.  Analisis Data 
Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya 
dilakukan analisa data yang didapat dengan mengungkapkan 
kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap data yang 
diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan 
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metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang 
dikumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan 
pendapat penulis sendiri sehingga nantinya akan dapat ditarik 
menjadi satu kesimpulan.  
 
